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Mengingat 

BUPATI SANGGAU 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR 27 TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BU PAT I SANG GAU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Pasal 264 ayat 
(2) Un dang - Un dang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana 
Herja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019; 

1. Undang-~ndang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005 -- 2025 (Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
tergkhir dengan Ung Ieng Noe0TA,0ts wt ts it kiiiiios as 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679j; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4385); 

6. Pcraturan Pemcrintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
ten tang Taha pan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
'lg2 Negg+ De+yhli] JpJenegig Nomor 4817 d4CA CAA «tad€4 ts4«44tt t44«4444 4€4 t tu4 4 4 4 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Perbangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015--2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahu 2006 tentang Pedoren Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri 
Tahun 2015 tentang 
Daerah; 

Dalam Negeri Nomor 80 
Pembentukan Produk Hukum 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 



12. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 22 
Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja 
Pemetintah Daerah Tahun 2019; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalirrer:ten Barat Tahun 2016 Noror 3); 

14. Peratu.ran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 
Tahun 2012 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Pan_iang Daerah Tahun 2005-2025; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor i 
Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019 scbagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN 
PEMERJNTAH 
TAHUN 2019 

BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 

2. Bupati adalah Bupati Sanggau. 
3. Pemetintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pcmcrintahan daerah. 



5. Rencana Pcmbangunan Jangka Mcncngah Dacrah yang sclanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(iima) tahun. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

pcnycicnggaraan pcmcrintahan yang mcnjadi kcwcnangan daerah. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

BAPPEDA adalah Badan Percncanaan Pembangunan Dacrah Kabupatcn 

Sanggau. 

8. Badan Pcngclola Kcuangan dan Aset Dacrah yang selanjutya disingkat 

BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sanggau. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah 

untuk periode I (satu) tahun. 

10. Rencana Kcrja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya discbut Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satuj tahun. 

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan perbiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun. 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 

yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum dibahas bersama 

dengan DPRD. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

Perangkat Daerah serta rencana pernbiayaan sebagai dasar penyusunan 

RAPBD. 
14. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat RAPBD adalah Draft Awai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 



BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasai 2 

(1) RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 
1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2019. 

(2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (ij terdiri dari: 

a. Bahan Naskah RKPD Tahun 2019; dan 

b. Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(1) RKPD Tahun 2019 

Pasal 3 

merupakan penjabaran dari RPJMD 

Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 sebagairrrana ditetapkan dalarn 

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Rencana Perbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. 

(2) RKPD Tahun 2019 scbagaimana dimaksud pada ayat (I) mcnjadi: 
a. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2019; dan 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPED 

Tahun 2019. 

Pasal 4 

Dalam rangka menyusun RAPED Tahun 2019: 

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 20 19 sebagai bahan 

pembahasan KUA dan PPAS di DPRD; dan 

b. Perangkat Dacrah mcnggunakan RKPD Tahun 2019 dalam mclakukan 

pembahasan RKA-Perangkat Daerah dengan DPRD. 

Pasal 5 
(1) RKPD Tahun 2019 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan 

pcrkcmbangan tahun bcrjaian. 



(2) Perubahan RKPD Tahun 2019 ditctapkan dengan Peraturan Bupati dan 

menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk 

menyusun perubahan RAPBD Tahun 2019. 

Pasal 6 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas 

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang 
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(ij, disampaikan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD serta 

Inspektur Kabupaten, i4 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan 
yang bersangkutan. 

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis 

dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

BAB Ill 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasai 7 

(1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019. 

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) meliputi: 
a. pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah; 
b. pengendalian pelaksanaan; dan 
c. evaiuasi hasil. 

Pasai 8 

( 1) Pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mencakup 

perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana 
program dan kegiaran prioritas daiam menyusun RKPD, sesua.i dengan 
indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD, 

mcncakup rujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan sena indikator 

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. 



(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf b, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif yang 
dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD. 

(3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, 

dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target, kinerja 
program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil 

(outcome) yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2019. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 29 Juni 2018 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUS HAD! 

Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 29 Juni 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

TTD 

A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 27 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGI HUKUM DAN HAM 

H 
/b) 

NIP. 19700223 199903 1 002 


